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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka penulis

menyimpulkan bahwa kewajiban yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara

jasa bimbingan belajar sebagai pihak dalam perjanjian dengan peserta didik

adalah bahwa selama ini pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar telah

memenuhi perjanjiannya dengan baik dengan telah sesuai dengan asas yang

berlaku dalam hukum perjanjian dan perjanjian yang dilaksanakan adalah

perjanjian yang dibuat dengan itikad baik.

Tanggung jawab perdata pihak pemberi jasa layanan bimbingan belajar

bila gagal membawa anak didik lolos tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan

Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah dengan tetap tunduk kepada perjanjian yang ada

yakni dengan memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang yang telah

dibayarkan peserta didik namun dengan catatan peserta didik yang bersangkutan

telah mengikuti seluruh proses bimbingan belajar tersebut dengan tertib dan tidak

ada satu bagianpun dari proses bimbingan yang terlewatkan dan juga anak didik

telah menaati apa yang telah disarankan pihak lembaga bimbingan belajar dalam

memilih universitas dan fakultas sesuai dengan kemampuan anak didik meskipun

perjanjian itu bersifat tidak tertulis.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis menyarankan agar

setiap pihak yang terkait dalam perjanjian antara pihak lembaga bimbingan belajar

dengan anak didik agar memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sehingga

setiap pihak merasa diuntungkan dengan adanya suatu perjanjian yang telah

dibuat dan disepakati tersebut sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dapat

merugikan setiap pihak dalam perjanjian dan agar sebaiknya pihak sekolah

mampu membantu anak didik dalam memberikan metode belajar yang lebih

inovatif seperti yang dilakukan dalam lembaga bimbingan belajar. Anak didik

yang mengikuti proses belajar di lembaga bimbingan belajar sebaiknya mengikuti

setiap tahap proses belajar di lembaga belajar dan mematuhi saran dari pihak

lembaga bimbingan dalam mengambil universitas dan fakultas agar apabila gagal

lolos ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dapat

mengajukan klaim atas pengembalian uang sebesar 100 % (seratus persen). Pihak

lembaga bimbingan belajar sebaiknya membuat perjanjian hitam diatas putih agar

perjanjian yang dibuat menjadi lebih jelas dan menjadi bukti tertulis atas

terciptanya perjanjian.
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